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kita merenungi fondasi mendasar dari sistem pemerintahan yang
dihargai oleh banyak masyarakat di seluruh dunia yaitu demokrasi.
Buku ini tidak hanya mengeksplorasi konsep demokrasi, tetapi juga
menjelajahi keterkaitannya dengan suatu prinsip yang tak
terpisahkan yaitu Hak Asasi Manusia.

Buku ini dirancang sebagai sumber belajar, tidak untuk
mahasiswa saja namun semua individu yang tertarik pada konsep
dan isu-isu Demokrasi dan Hak Asasi Manusia. Penulis mengajak
pembaca untuk memahami berbagai perspektif yang ada,
merangsang pemikiran kritis, dan menggali ide-ide untuk
berkontribusi dalam membangun masyarakat yang lebih baik
dalam kehidupan bernegara demokrasi dan menghargai Hak Asasi
Manusia.

Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan
dalam buku ini. Oleh karena itu, masukan, kritik dan saran
terhadap penulis diperlukan guna melakukan perbaikan di
kemudian hari. Selain itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih
kepada semua yang telah berkontribusi dalam pembuatan buku ini,
baik secara langsung maupun tidak langsung.

Semoga buku ini bisa menambah pengetahuan dan wawasan
baru serta menjadi sumber inspirasi bagi Anda dalam memahami
demokrasi dan Hak Asasi Manusia. Selamat membaca!

Tondano, Januari 2024
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BAB
DEMOKRASI

Tujuan mempelajari materi pada bab ini adalah diharapkan
mahasiswa mampu:
1. Menjelaskan arti dan perkembangan Demokrasi.
2. Mendeskripsikan Lembaga Perwakilan.
3. Menjelaskan Sistem Pengambilan Keputusan.

A. Pendahuluan

Demokrasi memang suatu kata yang mudah untuk
diucapkan, namun sangat sulit untuk dilaksanakan, terbukti di
dalam penyelenggaraan sistem demokrasi di banyak negara
mengalami pasang surut sebagai akibat terjadinya pengingkaran
terhadap arti dan hakikat demokrasi itu sendiri.

Di dalam organisasi negara, senantiasa terdapat pola
hidup berkelompok di dalam organisasi bernegara, sesuai
dengan keinginan mereka yang hidup berkelompok itu.
Demokrasi lahir sebagai hasil ciptaan manusia dan timbul
disebabkan oleh sebagai faktor dan tujuan. Demokrasi muncul
sebagai satu sistem pemerintahan (pemerintahan rakyat) karena
adanya pemerintahan yang diktator otoriter yang dapat
membawa dampak negatif bagi rakyat. Akibat-akibat buruk
tersebut antara lain: Penindasan dan eksploitasi terhadap rakyat,
terutama eksploitasi pikiran dan tenaga rakyat sehingga rakyat
hanya punya kewajiban tanpa adanya hak. Kondisi kehidupan
masyarakat seperti itu senantiasa mengakibatkan munculnya
konflik dengan rakyat sebagai korban. Kesejahteraan hanya ada



BAB

NEGARA
DEMOKRASI

Tujuan mempelajari materi pada bab ini mahasiswa dapat:

1.

Ol @
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Menjelaskan Pengertian Negara Demokrasi.

Menjelaskan Demokrasi sebagai Bentuk Pemerintahan.
Menjelaskan Demokrasi sebagai Sistem Politik.
Menjelaskan Demokrasi sebagai Sikap Hidup.

Menjelaskan Unsur-Unsur dan Ciri-Ciri Negara Demokrasi.

. Pendahuluan

Demokrasi diyakini sebagai "ukuran legitimasi politik
yang tak terbantahkan" di hampir setiap negara di dunia.
Keyakinan bahwa kehendak rakyat merupakan landasan utama
kekuasaan pemerintahan merupakan fondasi sistem politik
demokrasi yang kuat. Di awal abad ini, kita terus menyaksikan
gelombang aneksasi ideologi demokrasi yang menyebar ke
seluruh negara seiring dengan isu-isu global lainnya seperti isu
hak asasi manusia, keadilan, kesetaraan dan lingkungan hidup.

Pada bab ini akan dibahas tentang negara demokrasi agar
para mahasiswa memiliki pemahaman yang luas tentang
demokrasi sebagai sebuah bentuk pemerintahan.

Pengertian Negara Demokrasi

Secara operasional implikasi demokrasi diberbagai negara
tidak selalu sama. Menurut Richard Butwell, bahwa demokrasi
itu pada perkembangannya kemudian mempunyai bermacam-
macam predikat seperti social democracy, liberal democracy. people



BAB

DEMOKRASI
INDONESIA

Setelah mempelajari materi pada bab ini mahasiswa dapat:

1.

Menjelaskan Pengertian Demokrasi Pancasila.

2. Menjelaskan Aspek-Aspek Demokrasi.
3.
4. Menjelaskan dan mendeskripsikan Pemilihan Umum di

Menjelaskan konsep Pemilihan Umum.

Indonesia.

. Pendahuluan

Negara Indonesia adalah negara demokrasi, hal ini
nampak dengan adanya prinsip-prinsip negara demokrasi
seperti dikemukakan Miriam Budiardjo dalam praktek
penyelenggaraan negara Indonesia. Prinsip-prinsip demokrasi
tersebut secara tegas dinyatakan terutama pada Konstitusi
Indonesia yaitu UUD 1945 baik pada Pembukaan maupun pada
Pasal-pasalnya, dan peraturan pelaksana lainnya seperti UU
Parpol, UU Pemilu Anggota Legislatif dan Eksekutif. Prinsip-
prinsip tersebut ialah:

1. “Kedaulatan rakyat." Pengakuan terhadap kedaulatan
rakyat, dinyatakan dalam Pembukaan UUD 1945 bagian
alinea ke 4: .. maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan
Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar negara
Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara
Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan
berdasar kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan
yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan
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BAB

PARTAI POLITIK

Tujuan mempelajari materi pada bab ini, yaitu mahasiswa dapat:

1.

ISANS

8.

9.

Menjelaskan Konsep Partai Politik.

2. Menjelaskan Fungsi Partai Politik.
3.
4. Menjelaskan Dinamika Partai Politik pada Zaman Awal

Menjelaskan Sejarah Kepartaian di Indonesia.

Kemerdekaan dan Orde Lama.

Menjelaskan Dinamika Partai Politik pada Era Orde Baru.
Menjelaskan Partai Politik pada Era Reformasi.

Menjelaskan Pengaruh Budaya Politik terhadap Dinamika
Perpolitikan Bangsa.

Menjelaskan Budaya Politik pada Masa Kolonial Penjajahan.
Menjelaskan Budaya Politik pada Masa Era Orde Lama.

10. Menjelaskan Budaya Politik pada Masa Era Orde Baru.
11. Menjelaskan Budaya Politik pada Masa Reformasi.

12. Menjelaskan Pengaruh Struktur Sosial terhadap Struktur

Kepartaian Indonesia.

. Pendahuluan

Lanskap politik Indonesia saat ini berada dalam keadaan
kacau dan penuh ketidakpastian. Masyarakat Indonesia
menghadapi berbagai persoalan terkait kehidupan politik, mulai
dari mentalitas politisi yang dicap masyarakat sebagai preman,
koruptor, dinasti politik, dan lain sebagainya. Di tingkat pusat,
masing-masing partai tampil di panggung politik dengan
membawa tokoh-tokoh pentingnya, seperti: Partai Demokrat
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BAB

PRINSIP-PRINSIP DAN
PRAKTEK PENDIDIKAN BAGI
WARGA NEGARA
DEMOKRATIS

Tujuan mempelajari materi pada bab ini, yaitu mahasiswa dapat:

1.

Menjelaskan Gagasan Demokrasi.

2. Menjelaskan Pengertian Pendidikan.
3.
4. Menjelaskan Penerapan Prinsip-Prinsip dan Praktek Pendidikan

Menjelaskan Prinsip-Prinsip Pendidikan Kewarganegaraan.

bagi Warga Negara yang Demokratis

. Pendahuluan

Pendidikan demokrasi pada hakikatnya adalah sosialisasi
nilai-nilai demokrasi agar warga negara dapat menerima dan
menerapkannya. Pendidikan demokrasi adalah upaya sistematis
negara dan masyarakat untuk membantu setiap warga negara
memahami, menghayati, mengamalkan, dan mengembangkan
konsep, prinsip, dan nilai demokrasi sesuai dengan kedudukan
dan perannya.

Tujuan pendidikan demokrasi adalah melatih warga
negara berperilaku dan bertindak demokratis melalui kegiatan
yang menanamkan pengetahuan, kesadaran dan nilai-nilai
demokrasi pada generasi muda.

Gagasan Demokrasi

Demokrasi dipandang sebagai kerangka pemikiran
pengaturan urusan masyarakat, berdasarkan prinsip-prinsip
yang diterima dan diterima dari masyarakat sebagai gagasan,
norma, sistem sosial, dan sebagai pandangan tentang sikap dan
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HAK ASASI
MANUSIA

uan mempelajari materi pada bab ini, yaitu mahasiswa dapat:
Menjelaskan Sejarah HAM dan Pengakuan Hukumnya di
Indonesia.

Menjelaskan Pengertian HAM.

Menjelaskan Pembatasan HAM.

Menjelaskan HAM menurut Pancasila dan UUD 1945.
Menjelaskan Penghargaan dan Perlindungan HAM.

. Pendahuluan

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak dasar yang
dimiliki setiap orang sejak lahir. Sebagai hak asasi setiap orang,
negara wajib menjamin perlindungan. Hak asasi manusia
bukanlah hak yang mutlak. dalam pelaksanaannya hak asasi
manusia dibatasi oleh kebebasan, moralitas, keamanan dan
ketertiban orang lain. Hak asasi manusia muncul dan menjadi
bagian dari peradaban dunia, diilhami oleh kurangnya
pengakuan dan perlakuan terhadap harkat dan martabat
manusia. Dan sesuai penafsiran UUD 1945, Indonesia sebagai
negara hukum wajib melindungi hak asasi manusia. Hal ini
sesuai dengan ciri-ciri negara hukum.

Pesatnya perkembangan pengakuan dan penghargaan
terhadap hak asasi manusia di Indonesia diawali dengan adanya
Amandemen Kedua UUD 1945 yang secara tegas memasukkan
ketentuan hak asasi manusia sebagai bagian dari UUD 1945.
Pengakuan dan penghargaan terhadap hak asasi manusia di



BAB

WARGA NEGARA
INDONESIA: HAK DAN
KEWAJIBANNYA

Tujuan mempelajari materi pada bab ini, yaitu mahasiswa dapat:

NSk =

Menjelaskan Teori-Teori Kewarganegaraan.

Menjelaskan Gagasan-Gagasan Kewarganegaraan.
Menjelaskan Warga Negara Indonesia.

Menjelaskan Asas Kewarganegaraan.

Menjelaskan Cara Memperoleh Kewarganegaraan Indonesia.
Menjelaskan Cara Kehilangan Kewarganegaraan Indonesia.
Menjelaskan Hak dan Kewajiban Warga Negara.

. Pendahuluan

Konsep kewarganegaraan telah banyak dibahas,
diteorikan dan dipelajari mulai dari Socrates hingga Ulrich Beck.
Kita berbicara tentang berbagai jenis kewarganegaraan, seperti
kewarganegaraan sosial, kewarganegaraan politik,
kewarganegaraan aktif, kewarganegaraan Eropa, dan
kewarganegaraan global, dengan nama yang sama tetapi dengan
interpretasi berbeda! Para sarjana kontemporer berbicara
tentang gagasan seperti kewarganegaraan "maksimal" dan
"minimal" (McLaughlin, McDonough dan Feinberg, 2003),
gender dan kewarganegaraan (Arnot dan Dillabough, 2000) atau
kewarganegaraan kosmopolitan (Heater, 2002)
(www.pearsonpublishing.co.uk).

Dalam sub bab ini akan dipaparkan tentang gagasan
kewarganegaraan dari zaman Yunani Kuno dan Romawi hingga
ke zaman kontemporer.
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BAB

PRINSIP POKOK HAK ASASI
MANUSIA DALAM HUKUM
HAM INTERNASIONAL

Setelah mempelajari materi pada bab ini mahasiswa dapat:

1.
2.
3.

A.

144

Menjelaskan Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia.
Menjelaskan Sifat Mengikat Instrumen HAM.
Menjelaskan Subjek Hukum HAM.

Pendahuluan

Hak Asasi Manusia menjadi sorotan utama seiring
berkembangnya  gagasan  demokrasi  yang  seiring
berkembangnya gagasan demokrasi yang semakin mendunia.
Persoalan ini tidak saja menjadi sorotan masyarakat dan
organisasi internasional seperti PBB, tetapi juga pemerintahan
yang peduli terhadap upaya pemajuan, penghormatan, dan
penegakan HAM. Dengan demikian, kita harus menyadari
bahwa masalah Hak Asasi Manusia adalah masalah bersama
dalam menuntut partisipasi aktif untuk menghargai dan
melindunginya demi kelangsungan kehidupan manusia yang
beradab. PBB pada tahun 1948 telah mengeluarkan Deklarasi
Universal Hak Asasi Manusia. Pengakuan masyarakat
internasional tentang Hak Asasi Manusia semakin kuat dengan
banyaknya konvensi internasional mengenai Hak Asasi
Manusia. Untuk lebih jelasnya tentang HAM Internasional ini
akan dibahas dalam bab selanjutnya.
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